
BUPATI BANGKA 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

SALINAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA 

NOMOR 59 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  BANGKA, 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Peraturan  
Daerah  Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu metetapkan 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
dengan Peraturan Bupati Bangka; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang   

Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6233); 

10. Peraturan  Daerah   Kabupaten  Bangka Nomor 9 Tahun  

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten  Bangka Nomor 
3 Tahun  2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 

2019 Nomor 2 Seri D); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 

2019 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten  Bangka Nomor 12 Tahun  2020 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 12 

Seri D); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 

2020 Nomor 8 Seri D); 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH  TAHUN ANGGARAN 
2020. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3.   Bupati adalah Bupati Bangka. 

4.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah. 

5.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bangka rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

BAB II 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA 

TAHUN ANGGARAN 2020 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas : 

a.  Pendapatan : 

1. Pendapatan Asli Daerah  Rp.   155.729.845.760,46 

2. Pendapatan Transfer Rp.   937.414.954.495,94 

3. Lain-lain pendapatan yang sah Rp.     43.502.595.148,00 

     Jumlah Pendapatan Rp.1.136.647.395.404,40 

b.  Belanja : 

1. Belanja Pegawai Rp.   420.696.684.957,94 

2. Belanja Barang dan Jasa  Rp.   428.928.679.230,56 

3. Belanja Subsidi Rp.             0,00 

4. Belanja Hibah Rp.       5.015.292.795,00  

5. Belanja Bantuan Sosial Rp.       3.026.653.000,00 

6. Belanja Modal Rp.   133.634.821.447,52 
7. Belanja Tak Terduga Rp.       1.373.694.400,00 

    Jumlah Belanja  Rp.1.022.675.825.831,02 

c.  Transfer : 

   1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp.       5.950.254.200,00 

   2. Transfer Bantuan Keuangan Rp.   124.027.785.400,00 

     Jumlah Transfer Rp.   129.978.039.600,00 

     Surplus/defisit Rp.     16.006.470.026,62 

d.  Pembiayaan : 

1. Penerimaan Rp.   131.157.002.485,23 

2. Pengeluaran Rp.          507.984.000,00  

     Jumlah Pembiayaan Netto Rp.   130.649.018.485,23 

Sisa lebih pembiayan anggaran tahun berkenaan      Rp.   114.642.548.458,61
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Pasal  3 

Rincian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.   

Pasal 4 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 5 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

 

 
Ditetapkan di Sungailiat 

pada tanggal  12 Agustus 2021 

BUPATI BANGKA, 

 
Cap/dto 
 

MULKAN   
Diundangkan di Sungailiat 

pada tanggal 12 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA, 
 

Cap/dto 

 
ANDI HUDIRMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 60 
 

 
 

 

 
 

  

     Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 
 

Cap/dto 
 

SRI ELLY SAFITRI, SH 
PEMBINA  

NIP. 19741008 200501 2 007 
 


